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Abstrak: Penanggalan Hijriah memiliki posisi penting dalam
sistem administrasi berbasis syariat Islam di Provinsi
Nanggroe Aceh  Darussalam.  Penelitian  ini
bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan
anjuran penggunaan penanggalan Hijriah dalam
dokumen resmi pemerintah dan lembaga swasta di
Aceh, serta menilai konsistensi implementasi kriteria
penanggalan tersebut sesuai dengan Qanun Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002.
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan
(library research) dengan pendekatan deskriptif-
analitis. Sumber data utama meliputi Qanun
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan data
ephemeris hisab-rukyat dari tahun 2019 hingga
2023. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
studi pustaka terhadap dokumen resmi pemerintah
dan lembaga swasta. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa anjuran penggunaan penanggalan Hijriah
didasarkan pada komitmen penerapan syariat Islam
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secara menyeluruh dan sebagai bentuk syiar Islam
dalam kehidupan masyarakat Aceh. Namun
demikian, implementasi kriteria penanggalan
Hijriah dalam dokumen resmi belum menunjukkan
konsistensi dengan standar kriteria yang digunakan
oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal
ini menandakan perlunya harmonisasi dan
penguatan sistem penanggalan Hijriah agar lebih
sesuai dengan kaidah hisab-rukyat nasional.

Penanggalan Hijriah, Qanun Aceh, dokumen resmi,
kriteria MABIMS, kriteria Neo-MABIMS.

The Hijri calendar holds a significant position within
the sharia-based administrative system in the Province
of Nanggroe Aceh Darussalam. This study aims to
analyze the underlying rationale for the
recommendation to use the Hijri calendar in official
documents of government and private institutions in
Aceh, as well as to assess the consistency of the
implemencation of Hijri calendar criteria in
accordance with Qanun of the Province of Nanggroe
Aceh Darussalam Number 11 of 2002. 'This research
is a library study with a descriptive-analytical
approach. The primary data sources include the
Qanun of Nanggroe Aceh Darussalam and ephemeris
data of hisab-rukyat from 2019 to 2023. Data
collection was conducted through literature review of
official documents from government and private
institutions. The results of the study indicate that the
recommendation to use the Hijri calendar is based on
a commitment to the comprehensive implementation
of Islamic law and serves as a form of Islamic
propagation in the daily life of Acehnese society.
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However, the implementation of Hijri calendar
criteria in official documents has not yet shown
consistency with the standards used by the Ministry
of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. 'This
indicates the need for harmonization and
strengthening of the Hijri calendar system to better
align with national hisab-rukyat guidelines.

Keywords: Hijri calendar, Aceh Qanun, official documents,
MABIMS criteria; Neo-MABIMS criteria.

Pendahuluan

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah
satu daerah di Indonesia yang memperoleh status otonomi
khusus berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan
Provinsi Daerah Istimewa Aceh.! Keistimewaan ini kemudian
diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah
Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.?
Salah satu implikasi dari status otonomi khusus tersebut adalah
kewenangan untuk memberlakukan syariat Islam secara
menyeluruh dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian
direalisasikan melalui regulasi lokal yang dikenal sebagai

' Debora Sanur, “Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh

[Implementation of Special Autonomy Policies In Aceh],” Jurnal Politica

Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional 11,
no. 1 (2020): 65-83, https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1580.

* A. Rahmat Rosyadi dan H. M. Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam Dalam
Perspektit Tata Hukum Indonesia, 1 ed. (Ciawi, Bogor: Ghalia Indonesia,
2006), 164.
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Qanun.?

Qanun sebagai peraturan daerah di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam merupakan bentuk konkret dari pemberian
otonomi luas kepada Pemerintah Aceh. Hal ini diatur dalam
Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2006 tentang
Pemerintahan  Aceh, yang menyatakan bahwa Qanun
merupakan sarana legislasi daerah yang memungkinkan
masyarakat turut serta dalam merumuskan, menetapkan, dan
mengevaluasi kebijakan daerah.* Dalam praktiknya, Qanun
menjadi instrumen hukum untuk mengatur aspek kehidupan
masyarakat Aceh, termasuk dalam pelaksanaan syariat Islam di
berbagai bidang.

Ruang lingkup pelaksanaan syariat Islam di Aceh
mencakup aspek akidah, ibadah, dan syiar Islam sebagaimana
diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 11 Tahun 2002. Dalam Qanun ini, akidah dimaknai
sebagai akidah Islamiyah yang mengikuti manhaj Ahlussunnah
wal Jamaah, berdasarkan kriteria yang tertuang dalam Fatwa
MPU Aceh Nomor 04 Tahun 2011.° Ibadah dipahami sebagai
bentuk penghambaan kepada Allah Swt., dengan contoh
spesifik berupa shalat dan puasa Ramadan. Sementara itu, syiar
Islam dijelaskan sebagai berbagai aktivitas yang mengandung
nilai ibadah guna mengagungkan ajaran Islam dalam

> Rosyadi dan Ahmad, Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata
Hukum Indonesia, 165.

# Khalisatun Nurussa’adah, “Penerapan Syariat Islam di Nanggroe Aceh
Darussalam (NAD) dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia,” Lex
Mercaroria 1, no. 1 (2024): 61-72.

> Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Fatwa Majelis Permusyawaratan
Ulama Aceh Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Kriteria Aqidah Ahlussunnah
Wal Jamaah (2011), 4.
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kehidupan masyarakat.

Salah satu bentuk implementasi syiar Islam yang
disebutkan dalam Qanun tersebut adalah penggunaan
penanggalan hijriah dalam dokumen resmi pemerintahan
maupun lembaga swasta. Dokumen resmi seperti ijazah, akta
kelahiran, akta notaris, dan sertifikat tanah dianjurkan untuk
mencantumkan tanggal hijriah di samping tanggal masehi.®
Praktik ini dimaksudkan untuk memperkuat identitas Islam
dan nilai-nilai syariat dalam kehidupan administrasi dan sosial
masyarakat Aceh.

Namun, penggunaan penanggalan hijriah tersebut
menimbulkan  persoalan  tersendiri, khususnya  terkait
ketidakkonsistenan dalam penetapan awal bulan kamariah.
Perbedaan pandangan dan metode antara otoritas hisab dan
rukyat, serta belum adanya otoritas tunggal yang diakui secara
nasional untuk menetapkan awal bulan hijriah, menjadi sumber
ketidakselarasan dalam implementasinya. Hal ini menjadi
perhatian publik, terutama dalam penetapan bulan-bulan
penting seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijah yang berkaitan
langsung dengan ibadah umat Islam.

Seiring dengan perkembangan sistem penanggalan Islam
di Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia bersama
negara anggota MABIMS telah menyepakati penggunaan
kriteria hisab-rukyat terbaru, yakni kriteria Neo MABIMS.”

 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002
Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam
(2002), 14.

7 Yuniar Wahyuningsih, “Implementasi Kriteria Neo-MABIMS dalam

Penentuan 1 Syawal 1443 H di Indonesia,” Azimuth: Journal of Islamic

Astronomy 5, no. 1 (t.t.): 65-82.
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Kriteria ini menetapkan tinggi hilal minimal 3° dengan elongasi
minimal 6,4°, menggantikan kriteria lama yang menggunakan
standar lebih rendah.® Meski begitu, Qanun Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 maupun regulasi
turunan lainnya belum secara eksplisit menyebutkan kriteria
hisab-rukyat yang menjadi acuan dalam penetapan kalender
hijriah di Aceh.

Ketiadaan  kejelasan  mengenai  standar  kriteria
penanggalan hijriah yang digunakan berpotensi menimbulkan
inkonsistensi dalam implementasi syariat Islam secara
administratif. Hal ini dapat berdampak pada keseragaman
penanggalan dalam dokumen resmi yang dibuat oleh instansi
pemerintahan dan lembaga swasta di Aceh, serta berpengaruh
tethadap kredibilitas pelaksanaan syariat Islam di mata
masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji dasar pertimbangan anjuran penggunaan
penanggalan hijriah dalam dokumen resmi di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam serta menilai  konsistensi
implementasi  kriteria penanggalan tersebut.  Studi ini
difokuskan pada analisis terhadap Qanun Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 sebagai landasan
hukum utama dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, guna
memberikan rekomendasi terhadap harmonisasi sistem
penanggalan hijriah dengan standar nasional.

Metode
Penelitian  dalam  artikel ini termasuk penelitian

8 Siti Tatmainul Qulub, Dinamika Penentuan Awal Bulan Hijriah di ASEAN
(Malang: CV. Maknawi, 2025), 33.
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kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-
analitis. Data yang dikumpulkan mencakup dua hal utama, yaitu
dasar pertimbangan anjuran penggunaan penanggalan hijriah
dalam dokumen resmi pemerintah/lembaga swasta di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam, serta implementasi kriteria
penanggalan hijriah dalam dokumen resmi tersebut. Sumber data
utama berasal dari Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 11 Tahun 2002 dan beberapa qanun lainnya yang
diterbitkan antara tahun 2019 hingga 2023, seperti Qanun Aceh
Nomor 4 Tahun 2019, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2
Tahun 2020, dan lainnya. Selain itu, digunakan juga data
ephemeris hisab-rukyat dari Kementerian Agama Republik
Indonesia serta referensi dari buku dan karya ilmiah yang relevan.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka
dengan menelaah dokumen-dokumen resmi dan sumber tertulis
lainnya. Seluruh data dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis
untuk menguraikan konsep penanggalan hijriah di Indonesia
beserta kriteria MABIMS dan Neo MABIMS, lalu dibandingkan
dengan penanggalan hijriah yang tercantum dalam dokumen
resmi guna menilai tingkat konsistensi penerapannya di Aceh.

Pelaksanaan Syariat Islam melalui Qanun di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam

Provinsi ~ Nanggroe Aceh  Darussalam  memiliki
karakteristik khas sebagai wilayah yang secara historis dan
sosiologis menjadikan  Islam sebagai dasar kehidupan
masyarakatnya. Sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam,
penerapan syariat Islam telah menjadi pilar dalam berbagai aspek
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kehidupan, termasuk dalam hukum, pemerintahan, dan budaya.’
Masa kejayaan Aceh pada abad ke-17 hingga pertengahan abad
ke-19 menunjukkan kuatnya integrasi nilai-nilai Islam dalam
kehidupan masyarakat, sebagaimana tergambar dalam ungkapan
lokal seperti “Adat bak Poteumeureuhom, hukom bak Syiah
Kuala, qanun bak Putroe Phang, reusam bak Laksamana.”"’

Namun, sejak pertengahan abad ke-20, penerapan syariat
Islam mengalami kemunduran karena berbagai faktor internal
dan eksternal. Hal ini berdampak pada melemahnya fondasi
sosial dan kultural masyarakat, yang mendorong munculnya
kerinduan kolektif untuk mengembalikan nilai-nilai Islam
sebagai pedoman utama kehidupan.

Memasuki era modern, semangat untuk menghidupkan
kembali penerapan syariat Islam menguat pascareformasi 1998.
Aspirasi tersebut kemudian diakomodasi melalui regulasi
nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Aceh. Berdasarkan dasar hukum tersebut,
Pemerintah  Aceh menetapkan berbagai Qanun  sebagai
instrumen formal pelaksanaan syariat Islam, termasuk Qanun
Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di
bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam."!

% Suadi Zainal, “Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Perdamaian dalam
Tinjauan Sosio Historis,” Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran &
Aplikasi) 16, no. 1 (2022): 87-104,
https://doi.org/10.24815/jsu.v16i1.25706.

' Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002
Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam.
! Mariadi, “Pelaksanaan Syariah Islam Pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002
Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam,” Legalite: Jurnal Perundang
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Penerapan syariat Islam melalui Qanun mencakup aspek
akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak, serta mengatur
mekanisme penegakan hukum melalui lembaga eksekutif,
legislatif, dan yudisial di bawah pengawasan Wilayatul Hisbah.'?
Salah satu aspek syiar Islam yang ditekankan dalam Qanun
adalah pentingnya penggunaan kalender hijriah dalam
kehidupan administratif. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002
secara cksplisit memerintahkan agar semua surat dan dokumen
resmi di Provinsi Aceh mencantumkan penanggalan hijriah di
samping penanggalan masehi, serta mengharuskan peringatan
hari besar Islam secara konsisten menggunakan penanggalan
hijriah.

Namun, implementasi ketentuan tersebut masih
menghadapi tantangan, terutama dalam ketersediaan kalender
hijriah yang sahih dan mudah diakses. Hingga kini, belum
tersedia fatwa resmi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
Aceh yang menetapkan kriteria kalender hijriah, batas wilayah
pemberlakuan, dan otoritas tunggal dalam penetapan kalender,
sebagaimana yang diamanatkan oleh Qanun. Akibatnya,
informasi kalender hijriah yang beredar di masyarakat cenderung
beragam dan belum terstandardisasi. Selain itu, situs resmi Dinas
Syariat Islam Provinsi Aceh belum menyediakan fitur kalender
hijriah yang dapat diakses publik, yang menghambat edukasi
masyarakat dalam memahami dan menggunakan penanggalan
hijriah secara tepat.

Undangan dan Hukum Pidana Islam 3, no. II (2018): 113-54,
https://doi.org/10.32505/legalite.v3il1.1106.

'2 Nurussa'adah, “Penerapan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam
(NAD) dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia.”
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Keterbatasan akses ini berdampak pada rendahnya literasi
generasi muda Aceh terhadap bulan-bulan dalam kalender
hijriah, yang menyebabkan mereka lebih akrab dengan
penanggalan masehi. Akibatnya, berbagai peristiwa penting—
seperti ulang tahun, pernikahan, maupun peringatan musibah
dan perdamaian—Iebih sering dikaitkan dengan penanggalan
maschi daripada hijriah, sehingga semangat syiar Islam yang
terkandung dalam penggunaan kalender hijriah  belum
sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Penggunaan Penanggalan Hijriah dan Masehi dalam
Dokumen Resmi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Kalender Hijriah telah lama dikenal dan digunakan di
Aceh, setidaknya sejak masa Kerajaan Samudera Pasai yang
berdiri pada abad ke-7 H/13 M hingga abad ke-10 H/16 M.
Tradisi ini berlanjut pada masa Kerajaan Aceh Darussalam dan
tetap lestari hingga sebelum penjajahan. Pada setiap periode
pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam, kalender Hijriah selalu
digunakan, seperti terlihat dalam surat-surat kerajaan yang
menggunakan penanggalan ini. Oleh karena itu, kalender Hijriah
sangat familiar dan akrab dalam kehidupan masyarakat Aceh,
ditambah dengan banyaknya ritual adat, pantangan, dan ritual
keagamaan yang terkait erat dengan perhitungan kalender
Hijriah".

Beberapa contoh adat dan ritual yang menggunakan
kalender Hijriah di Aceh antara lain: pantangan turun sawah
setiap hari Rabu di akhir bulan Hijriah yang dikenal sebagai hari

% Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002
Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam.

Azimuth
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nahah (naas atau hari sial)'4, serta berbagai ritual keagamaan
seperti peringatan 1 Muharram, maulid Nabi yang dirayakan
selama empat bulan (Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal,
dan Jumadil Akhir), khanduri Asyura pada tanggal 10
Muharram, dan khanduri buruat atau khanduri nisfu Syakban
pada malam 15 Syakban (Cut Zahrina 2013). Semua aktivitas ini
sangat erat kaitannya dengan kalender hijriah, sehingga sangat
wajar dan layak jika kalender hijriah digunakan dalam
administrasi resmi di Provinsi Aceh.

Berdasarkan fenomena ritual keagamaan, adat, dan
pantangan tersebut, sangat wajar jika dalam Qanun syariat Islam
Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang
Agqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, terdapat beberapa poin yang
mengatur khusus penggunaan kalender Hijriah di Aceh sebagai
bagian dari syiar Islam. "Pasal 14 Ayat (3) setiap instansi
pemerintah/lembaga swasta dianjurkan untuk menggunakan
penanggalan Hijriah dan Masehi dalam surat-surat resmi. Ayat
(4) setiap dokumen resmi yang dibuat di Provinsi Nanggroe Acch
Darussalam wajib mencantumkan penanggalan Hijriah selain
penanggalan Maschi." Meskipun kriteria kalender hijriah dalam
Qanun syariat Islam di Aceh tidak disebutkan secara jelas, Majelis
Permusyawaratan Ulama (MPU) juga belum mengeluarkan
fatwa tentang kriteria kalender hijriah untuk wilayah Aceh.

Untuk menelusuri  kriteria kalender hijriah  yang
diterapkan dalam Qanun Syariat Islam di Acch, penulis
mengambil beberapa Qanun yang mencantumkan tanggal

14 Rahmatul Maulida, “Rabu Nehah (Studi Etnografi tentang Larangan Turun
Kesawan pada Masyarakac Gampong Paloh Kayee Kunyet Kecamatan
Nisam),” Aceh Anthropological Journal 1, no. 1 (2017): 59-79,
https://doi.org/10.29103/aaj.v1i1.360.
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Hijriah dan Maschi secara bersamaan yang diterbitkan setelah

Qanun Syariat Islam tahun 2002. Beberapa Qanun tersebut

yaitu:

1.

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Umum
Energi Aceh yang diundangkan tanggal 18 Oktober 2019
bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1441 H.
Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020
tentang Pemerintahan Gampong yang disahkan pada
tanggal 1 September 2020 yang bertepatan dengan 13
Muharam 1442 H.
Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi
Aceh Terpadu diundangkan tanggal 25 Mei 2021 bertepatan
dengan 13 Syawal 1442 H.
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2022
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan ~ Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun
Anggaran 2021 yang diundangkan pada tanggal 1 Agustus
2022 bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1444 H.
Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kerja Sama Daerah yang diundangkan pada tanggal
6 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 14 Syaban 1444
H.

Selanjutnya, tanggal Hijriah dan Maschi dalam Qanun

tersebut perlu dianalisis dengan melihat ketinggian hilal sudut

elongasi maupun umur hilal pada tanggal-tanggal tersebut di

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, yakni:

a.

Tanggal 18 Oktober 2019 bertepatan dengan tanggal 19
Safar 1441 H, dengan konjungsi geosentris bulan Safar yang
terjadi pada 29 September 2019 pukul 01:36 WIB, yang
mana tinggi hilal untuk kota Banda Aceh saat matahari

Azimuth
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tetbenam pukul 18:32 WIB adalah 9°31,24 di atas ufuk,
dengan sudut elongasi 10°16,40’;"

Tanggal 1 September 2020 yang bertepatan dengan 13
Muharam 1442 H, dengan konjungsi geosentris bulan
Muharam yang terjadi pada 19 Agustus 2020 pukul 09:41
WIB, yang mana tinggi hilal untuk kota Banda Aceh saat
matahari terbenam pukul 18:51 WIB adalah 4°59,25’ di atas
ufuk, dengan sudut elongasi 5°57,87’;'¢

Tanggal 25 Mei 2021 bertepatan dengan 13 Syawal 1442 H,
dengan konjungsi geosentris bulan Syawal yang terjadi pada
12 Mei 2021 pukul 01:59 WIB, yang mana tinggi hilal
untuk kota Banda Aceh saat matahari terbenam pukul 18:45
WIB adalah -4°38,03" di atas ufuk, dengan sudut elongasi
4°33,58’;7

Tanggal 1 Agustus 2022 bertepatan dengan tanggal 3
Muharam 1444 H, dengan konjungsi geosentris bulan
Muharam yang terjadi pada 29 Juli 2022 pukul 00:54 WIB,
yang mana tinggi hilal untuk kota Banda Aceh saat matahari

5 Direktorat Urusan Agama I[slam dan Pembinaan Syariah, Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, Ephemeris
Hisab Rukyat 2019 (2019), 28.

' Direktorat Urusan Agama I[slam dan Pembinaan Syariah, Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, Ephemeris
Hisab Rukyat 2020 (2020), 25.

7 Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, Ephemeris
Hisab Rukyat 2021 (2021), 20.
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tetbenam pukul 18:56 WIB adalah -2°12,60’ di atas ufuk,

dengan sudut elongasi 5°44,57’;'8

e. Tanggal 6 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 14 Syaban
1444 H, dengan konjungsi geosentris bulan Syaban yang
terjadi pada 20 Februari 2023 pukul 14:05 WIB, yang mana
tinggi hilal untuk kota Banda Aceh saat matahari terbenam
pukul 18:52 WIB adalah 2°18,87° di atas ufuk, dengan

sudut elongasi 4°33,93’."

Dasar Pertimbangan Anjuran Penggunaan Penanggalan
Hijriah dalam Dokumen Resmi Pemerintah/Lembaga Swasta
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Secara umum, syariat Islam mencakup aspek akidah,
ibadah, muamalah, dan akhlak. Setiap muslim diharuskan
mematuhi semua aspek tersebut. Ketaatan dalam hal akidah dan
ibadah sangat bergantung pada kualitas iman, takwa, dan hati
nurani individu. Isi Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 11 Tahun 2002 mencakup tiga aspek penting yang
menjadi dasar bagi masyarakat dalam menjalankan ajaran Islam,
yaitu akidah, ibadah, dan syiar Islam. Untuk mengagungkan
Islam dalam kehidupan masyarakat, syiar Islam menjadi bagian
krusial dan tak terpisahkan dalam pelaksanaan syariat Islam di

Aceh.

'8 Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, Ephemeris
Hisab Rukyat 2022 (2022), 22.
! Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, Ephemeris
Hisab Rukyat 2023 (2023), 18.

Azimuth
Vol. 6. No. 2. Juli 2025



Konsistensi Implementasi Kriteria Penanggalan Hijriah
dalam Dokumen Resmi Pemerintah Aceh

Kata syiar berasal dari "syu'ur” yang berarti rasa, karena
syiar dibangun agar setiap orang yang melihatnya merasakan
keagungan Allah. Selain itu, syiar juga bisa diartikan sebagai
tanda atau petunjuk yang dipasang untuk mengenali sesuatu atau
menyampaikan informasi kepada orang-orang yang sebelumnya
tidak tahu menjadi tahu.”® Syiar Islam menjadi bagian integral
dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, karena merupakan
sarana untuk mengagungkan ajaran Islam dalam kehidupan
masyarakat. Kegiatan penyelenggaraan syiar Islam ini mencakup
memperingati hari-hari besar Islam, menggunakan tulisan Arab
Melayu di samping tulisan Latin, serta mencantumkan
penanggalan hijriah dan masehi dalam surat-surat resmi. Selain
itu, orang Islam diwajibkan berbusana islami di kantor, sekolah,
tempat wisata, pasar, dan tempat-tempat umum lainnya.

Jika ditelaah lebih lanjut, anjuran penggunaan
penanggalan hijriah di samping penanggalan masehi pada
dokumen resmi di Provinsi Nanggroe Acch Darussalam
merupakan bentuk mewujudkan syiar Islam dalam lingkup
syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini
menjadi penting mengingat syariat Islam adalah hukum daerah
yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Implementasi syiar Islam melalui Qanun ini menunjukkan
komitmen pemerintah dan masyarakat Aceh dalam menjalankan

syariat Islam secara menyeluruh.”!

? Juli Ahsani, Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dan Dampaknya
Terhadap Kerukunan Umat Beragama Di Kota Banda Aceh (Tangerang
Selatan: Cinta Buku Media, 2017), 60.

*! Ismail dan Bastiar, “Dinamika Kalender Hijriah dalam Qanun Syariat Islam
Provinsi Aceh,” Al-Qalam 26, no. 2 (2020): 255-66.
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Penggunaan penanggalan hijriah dalam dokumen resmi di
Aceh memiliki dasar historis dan keagamaan yang kuat. Dalam
konteks sejarah Islam, penanggalan hijriah dimulai sejak
peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke
Madinah pada tahun 622 Maschi. Peristiwa hijrah ini tidak
hanya menjadi titik awal penanggalan Islam tetapi juga menandai
awal dari penyebaran Islam yang lebih luas dan pembentukan
komunitas Muslim yang pertama. Oleh karena itu, penggunaan
penanggalan hijriah memiliki makna spiritual yang mendalam
bagi umat Islam, termasuk di Aceh.

Di Aceh, penggunaan penanggalan hijriah dalam dokumen
resmi adalah salah satu upaya untuk menjaga identitas Islam
dalam kehidupan publik dan administrasi pemerintahan.
Penggunaan penanggalan ini diatur dalam Qanun Nomor 11
Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, yang
secara eksplisit menyebutkan pentingnya mengintegrasikan
clemen-elemen Islam dalam berbagai aspek kehidupan
masyarakat, termasuk dalam bidang administrasi publik.

Dasar penggunaan penanggalan Hijriah di Aceh antara
lain:

1 . Simbol Identitas Islam
Penggunaan penanggalan hijriah dalam dokumen

resmi merupakan simbol dari identitas Islam yang kuat di

Aceh. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dan

masyarakat Aceh untuk mempertahankan warisan Islam

dan memastikan bahwa ajaran Islam menjadi bagian
integral dari kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan
penanggalan  hijriah, masyarakat  diingatkan akan
pentingnya peristiwa-peristiwa bersejarah dalam Islam dan

makna spiritual yang terkandung di dalamnya.
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Implementasi Qanun Syariat Islam

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor
11 Tahun 2002 merupakan landasan hukum bagi
pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Qanun ini tidak hanya
mengatur aspek-aspek hukum dan peradilan tetapi juga
mencakup elemen-elemen budaya dan sosial yang harus
dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam. Penggunaan
penanggalan hijriah adalah salah satu implementasi
konkret dari Qanun ini, yang bertujuan untuk
menciptakan sistem pemerintahan dan masyarakat yang
sejalan dengan nilai-nilai Islam.
Pendidikan dan Sosialisasi Nilai-nilai Islam

Penggunaan penanggalan hijriah dalam dokumen
resmi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan dan
sosialisasi nilai-nilai Islam. Dengan melihat penanggalan
hijriah pada surat-surat resmi, masyarakat diingatkan akan
kalender Islam dan pentingnya memperingati hari-hari
besar Islam. Hal ini membantu meningkatkan kesadaran
dan pengetahuan masyarakat tentang sejarah Islam dan
pentingnya menjalankan ajaran agama dalam kehidupan
sehari-hari.
Kebijakan Pemerintah Aceh

Pemerintah  Aceh  secara  aktif mendorong
penggunaan penanggalan hijriah sebagai bagian dari
kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan syariat Islam.
Instruksi dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah
daerah sering kali mencantumkan penanggalan hijriah
sebagai salah satu persyaratan administrasi. Ini

menunjukkan keseriusan pemerintah dalam
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mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem
birokrasi dan administrasi publik.
Penggunaan penanggalan hijriah dalam dokumen resmi di

Aceh membawa berbagai manfaat dan dampak positif, baik dari

segi keagamaan maupun sosial antara lain:

1.

Menguatkan identitas Islam

Dengan mencantumkan penanggalan hijriah pada
dokumen resmi, identitas Islam masyarakat Aceh semakin
kuat. Hal ini membantu memperkuat rasa kebanggaan
tethadap warisan Islam dan meningkatkan kesadaran
tentang pentingnya ajaran Islam dalam kehidupan sehari-
hari.
Meningkatkan kesadaran sejarah

Penggunaan  penanggalan  hijriah  membantu
masyarakat untuk lebih mengenal sejarah Islam. Peristiwa-
peristiwa penting dalam sejarah Islam yang ditandai
dengan tanggal hijriah dapat diingat dan diperingati
dengan lebih mudah, sehingga meningkatkan pengetahuan
sejarah Islam di kalangan masyarakat.
Harmonisasi Kehidupan Beragama dan Bernegara

Menggunakan  penanggalan  hijriah  dalam
administrasi publik menunjukkan bagaimana nilai-nilai
agama dapat diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan
modern. Hal ini menciptakan harmoni antara kehidupan
beragama dan bernegara, menunjukkan bahwa keduanya
dapat berjalan beriringan tanpa saling bertentangan.
Peningkatan Pendidikan Keagamaan

Penanggalan hijriah dalam dokumen resmi juga
berfungsi sebagai alat pendidikan. Dengan terus menerus

melihat  dan  menggunakan  penanggalan  hijriah,
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masyarakat, terutama generasi muda, menjadi lebih akrab

dan paham dengan kalender Islam dan peristiwa-peristiwa

penting yang terkait.

Meskipun memiliki banyak manfaat, penggunaan
penanggalan hijriah dalam dokumen resmi di Aceh juga
menghadapi beberapa tantangan. Beberapa di antaranya adalah
tidak semua masyarakat, terutama yang lebih muda, memiliki
pemahaman yang mendalam tentang penanggalan hijriah. Oleh
karena itu, perlu adanya upaya edukasi yang terus menerus untuk
memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memahami dan
menghargai pentingnya penanggalan hijriah. Selanjutnya dalam
penerapannya diperlukan integrasi dengan sistem modern yang
mana membutuhkan penyesuaian teknis. Sistemsistem ini harus
diadaptasi untuk dapat menangani dua sistem penanggalan
secara bersamaan. Selain itu dalam penerapan penggunaan
pennaggalan hijriah harus ada konsistensi dalam penerapannya
di semua tingkat pemerintahan dan sektor publik. Ini
memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat
dalam administrasi publik di Aceh, hal ini menyangkut
efektivitas penggunaan penanggalan hijriah.

Penggunaan penanggalan hijriah dalam dokumen resmi di
Aceh adalah salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan syariat
Islam di provinsi ini. Dengan dasar yang kuat dalam sejarah dan
ajaran Islam, serta didukung oleh regulasi dan kebijakan
pemerintah, penggunaan penanggalan hijriah berfungsi untuk
menguatkan identitas Islam, meningkatkan kesadaran sejarah,
dan menciptakan harmoni antara kehidupan beragama dan
bernegara. Meskipun menghadapi beberapa tantangan,
komitmen dan upaya yang terus menerus dari pemerintah dan
masyarakat Aceh menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat
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diintegrasikan secara efektif ke dalam kehidupan modern,
menjadikan Aceh sebagai contoh yang unik dan inspiratif dalam

pelaksanaan syariat Islam.

Konsistensi Kriteria Penanggalan Hijriah Yang Digunakan
Dalam Dokumen Resmi Pemerintah/Lembaga Swasta Di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Dalam penelitian ini, penulis menelaah konsistensi
penggunaan penanggalan Hijriah dalam dokumen resmi
pemerintah/Lembaga swasta di Provinsi Nanggroe Acch
Darussalam, dengan fokus pada kesesuaian terhadap kriteria yang
telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian
Agama Republik Indonesia, baik kriteria MABIMS maupun Neo
MABIMS, selama periode 2019-2023.

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah Republik
Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia
merubah kriteria penentuan awal bulan kamariah dari kriteria
MABIMS dengan tinggi hilal 2°, sudut elongasi 3°, dan umur
hilal 8 jam menjadi kriteria Neo MABIMS dengan tinggi hilal 3°
dan sudut elongasi 6,4°. Perubahan ini dikarenakan kriteria lama
dianggap terlalu rendah untuk dapat dilihat dengan alat ataupun
mata schingga secara saintifik kurang bisa
dipertanggungjawabkan.

Pada bagian ini penulis akan melihat konsistensi
penggunaan kriteria  MABIMS dan Neo MABIMS dan
mengkomparasikannya melalui ephemeris hisab rukyat tahun
2019 sampai dengan tahun 2023, sebagai berikut:

1. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Umum
Energi Aceh yang diundangkan tanggal 18 Oktober 2019
bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1441 H ; Konjungsi
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bulan Safar bertepatan dengan tanggal 29 September 2019
yang mana ijtima terjadi pada pukul 01:26 WIB dan saat
matahari terbenam pada pukul 18:32 WIB markas Banda
Aceh ketinggian hilal 09°31,24°, dengan sudut elongasi
10°16,40’dan umur hilal 17 jam 6 menit dari data tersebut
disimpulkan bahwa tanggal 1 Safar 1441 H jatuh pada
tanggal 30 September 2019 schingga tanggal 19 Safar 1441
H bertepatan dengan tanggal 18 Oktober 2019 dan jika
dikomparasikan dengan kriteria. MABIMS yang saat itu
masih digunakan, penanggalan hijriah pada Qanun ini
sesuai dengan kriteria MABIMS.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 18 Oktober 2019 M
19 Shafar 1441 H

7:91; GUBERNUR ACEH,
S
Diundangkan di Banda Aceh NOVA IRIANSYAH
pada tanggal 18 Oktober 2019 M
19 Shafar 1441 H

_ZSEKRETARIS DAERAH Acsl-i})-

TAQSALLAH

Gambar 1. Tanggal hijriah Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2019*

2 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2019 Rencana Umum Energi Aceh (2019),

12.
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DAFTAR WAKTU IJTIMA" DAN TINGGI HILAL TAHUN 2019 M

WAKTU IJTIMA' TINGGI HILAL PREDIKSI AWAL BULAN
NO BULAN DI
HARI TANGCAL JAM WIB INDONESIA HARI TANGGAL
1 |Jumadal Ula 1440 H Ahad 6 Januari 2019 08:28:00 |1°47'30"s.d 3° 815" Senin 7 Januari 2019
2 |Jumadal Akhirah 1440 H | Selaza § Februari 2019 04:04:00 (4°14'19"5.d5°23'52" |Rabu 6 Februari 2019
3 |Rajab 1440 H Rabu 6 Maret 2019 23:04:00 |-2048'39”5.d-1°10' 21" |Jum’at |8 Maret 2019
4 [Sya’han 1440 H Jum’at § April 2019 0 |0°44'54"5.d1°51'36” |Abad 7 April 2019
5 |Ramadan 1440 H Abad 5 Mei 2019 0 [4°30° 597 5.d 5°42'59” | Senin 6 Mei 2019
6 [Syawal 1440 H Senin 3 Juni 2019 17:02:00 |-1°26'7" 5.d -0°5'4" Rabu § Juni 2019
7 |Zulqa'dah 1440 H Rabu 3 Juli 2019 02:16:00 (505044 s.d 7° 32'5" Kamis |4 Juli 2019
Zulhijah 1440 H Kamis 1Agustus 2019 10:12:00 |2°4'55” 5.d 3° 57" 14" Jum’at |2 Agustus 2019
9 [Mubaram 1441 H Jum’at 30 Agustus 2019 7:00 |-102°475.d1°0°4" Abad 1 September 2019
10 |Safar 1441 H Abad 29 September 2019 01:26:00 [7949'55” 5.d 9°31' 14" | Senmin 30 September 2019
11 |Rabi'ul Awal 1441 H Senin 28 Oktober 2019 10:38:00 |2022'42"5.d4°13'32” |Selasa 29 Oktober 2019
12 [Rabi'ul Akhirah 1441 H | Selasa 26 November 2019 22:06:00 |-4°56'40” s.d -2°32'6” [Kamis |28 November 2019
13 |Jumadal Ula 1441 H Kamis 26 Desember 2019 12:13:00 |0°28'28"s.d 1°44'48” |Sabtu 28 Desember 2019
Keterangan :
1. Data diambil dari Kep Musy T: Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam MABIMS tanggal 1

s/d 5 Juli 1994 di Jakarta dan Hasil Temu Kerja Hisab Rukyat Tahun 2017 pada tanggal 3 s.d 5 Mei 2017 M bertepatan
tanggal 6 s.d 8 Sya'ban 1438 H di Hotel Millenium Kebon Sirih Jakarta.

2. Penetapan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Zulhijjah 1440 H untuk p ibadah
Menteri Agama RI

Gambar 2. Daftar waktu ijtima dan tinggi hilal 2019%

» Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, Ephemeris
Hisab Rukyat 2019, 17.
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AHAD, 29 SEPTEMBER 2019 M
PENENTUAWAL BULAN SAFAR 1441 H
KONJUNGSLAHAD, 20 SEPTEMBER 2019 M, PUKUL 1 : 26 WIB

NO |NAMA LOKS A L) TINGCT | prowcast | . T,
MATAHARI BULAN MATAHARI | BULAN BULAN ) BULAN
J = j = ° ° ) ° ' ° s X
T [BmdAck 15-3 WB | 19 = %67 1| 9 0 _16%
Madan 15 - 18 WB | 19 - 1 %7 3843 | 9 10941
T Is - 12 WB | 18- 5% 28 237 | 9 1064
4 | Pelan barmu 18 § WB 8 30 268 1471 9 10 396
5 _|Beagiulu 18 3 WB 8 ¥ 269 1.57 9 10 312
6 |fambi 15- 0 Wi | 18 - 4 268 3950 | o 9 5%
Tanjung Psmg | 17 : 56 W | 18 - 3 28 1345 | 9 5 576
S | Paleambang 17: 5 Wb | 18 - 3 266 52| 9 T
S |Bandx Lampung [ 17 - 34 WIB | 16 - 3 269 2091 | 9 9 5730
10 | Pangkal Pinang 50w 3 26814 5470
1 |Serang 750 W 3 269 2561 5563
12| Takarn Pusat 7w 338
13 |Badumg H W 2

=
i |6
M

15 [Semarang T 8 3 47
15 |Yomrakara 17 - 34 WiB | 18 - 1 8 s 47
16 |Sunbaya 1 4 WIB 8 8 [ !
17_|Pontianak 1 36 WB 8 9 s 47
15 [Plmglafays |17 - 19 WB 3 s 9 38
15 |5 15 - 16 WimA| 1s 3 3 37
20 |Semarnds 15 5 WImA| 18 - 45 B 9 31
21 | Tasjungaaler Is - 4 WhA| 16 - 8 s v 30
22 |Denpasar 18 14 WITA 8 4 8 9 37
23 |Mataram 18 11 WITA| 18 0 8 9 35
24 |Kupang 17 41 WImA| 18 - 19 s R
25 |Mamuju 17 : 3 WimA| 18 - 38 s 9 3
26 |Makassar 17 : 57 WHA| 18 - 36 8 9 2797
7 [Pl 17 - 5+ WiA| 18 - 33 s 9 159
3 |Kendan & Wi f) s 9 u»
S | Goreatalo 7 : 41 WITA 20 8 9 1910
0_|Mamado 33 WiTA) 5 9 1526
NE s 3w 1 s 5 o
37 |Ambon 182 wn | 18- % 8 Y
33 |Mazckwas 17 : 36 WiT | 18 - 34 B 8569
34 |Taypun 17 - 31 Wi 7 Wit | 267 3678 | 2% m& %] § #os | o

Gambar 3. Data posisi hilal pen;:ntu awal bulan Safar 1441 H*

2. Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Pemerintahan Gampong yang disahkan pada tanggal 1
September 2020 yang bertepatan dengan 13 Muharam 1442
H ; Konjungsi bulan Muharam bertepatan dengan tanggal
19 Agustus 2020 yang mana ijtima terjadi pada pukul 09:41
WIB saat matahari terbenam pada pukul 18:51 WIB markas
Banda Aceh ketinggian hilal 5°57,52°, dan dengan sudut
elongasi 5°57,87" dan umur hilal 9 jam 10 menit dari data
tersebut disimpulkan bahwa tanggal 1 Muharam 1442 H
jatuh pada tanggal 20 Agustus 2020 schingga tanggal 13
Muharam 1442 H bertepatan dengan tanggal 1 September
2020 dan jika dikomparasikan dengan kriteria MABIMS

2 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2019 Rencana Umum Energi Aceh, 28.
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yang saat itu masih digunakan, penanggalan hijriah pada
Qanun ini sesuai dengan kriteria MABIMS.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 1 September 2020 M
13 Muharram 1442 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI
Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 1 September 2020 M
13 Muharram 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ABDULLAH

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020 NOMOR 2

Gambar 4. Tanggal hijriah Qanun Kabupaten Aceh Besar
Nomor 2 Tahun 2020%

DAFTAR WAKTU IJTIMA' DAN TINGGI HILAL TAHUN 2020 M

16 — l-JTL\IA' mn?g:) 2]515 :_ DI PREDIKSI :\\\1:\]. BULAN
HARI TANGGAL JAM WIB 2 HARIL TANGGAL

1 | Jumadal Akhirah 1441 H | Sabtu | 25 Januari 2020 04:42:59 | 0472115754 0523247 Ahad | 26 Januari 2020

2 [ Rajabl#dlH Ahad | 23 Februari 2020 22:32:55 | -02°27 36" 5.d -00° 50' 31" Selasa | 25 Februari 2020
3| sybanlaaiE Selasa| 24 Maret 2020 16:28:03 | 00°37'56"s5.d01°42 12" Kamis| 26 Maret 2020

4 [ Ramadhan 1441 H Kamis| 23 Apnl 2020 09:26:39 02° 41" 56" 5.d 03° 44' 57" Jumat | 24 April 2020

5 | Syawwal 1441 H Sabtu | 23 Me: 2020 00:39:42 05° 42 09" 5.d 07° 07" 07" Ahad | 24 Mei 2020

6 | Dzilqo'dah 1441 H Ahad | 21 Juni 2020 13:41:17 | -00°12'25"5.d01°14' 20" Selasa | 23 Juni 2020

7 | Dzulhijjeh 1441 H Selasa| 21 Juli 2020 00:33:45 | 06°51'21"5,d08° 42" 44" Rabu | 22 Juli 2020

8 | Muhamam 1442 H Rabu | 19 Agustus 2020 09:41:28 [ 02°59' 55" 5.d05° 57 52" Kamis| 20 Agustus 2020

9 | Shafar1442H Kamis| 17 September 2020 18:00:57 | -00° 47 25" 5.4 01° 16' 14" Sabtu [ 19 September 2020
10 | Rabiul Awal 1442 H Sabtu | 17 Oktober 2020 02:31:51 | 06°49'31"5.d08%23' 49" Ahad [ 18 Oktober 2020
11 | RabiutsTsani1442H | Ahad | 15 Nopember 2020 12:07:09 | 00° 56'40"5.d 02° 32' 36" Selasa | 17 Nopember 2020
12| Jumadal Ula 1442H Senin | 14 Desember 2020 23:17:33 | 06°14'53"5d-04°32'49" | Rabu | 16 Desember2020
Keteranzan :

1. Data ini diambil dari Keputusan Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam MABIMS tanggal 1 5/d 5 Juli 1994 di
Jakarta dan Hasil Tenm Kerja Hisab Rukyat Tahun 2018 pada tanggal 23 5.d 25 April 2018 bertepatan tanggal 75.d 9 Syaban 1439 Hdi
Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

2. Penetapan tangea 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah 1441 H untuk ibadsh memungzu Menteri Agama RI

¥ Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Pemerintahan Gampong (2020).
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DATA POSISI HILAL SELURUH INDONESIA
RABU, 19 AGUSTUS 2020 M

PENENTU AWAL BULAN MUHARRAM 1442 H
KONJUNGSI: RABU, 19 AGUSTUS 2020 M. PUKUL 09:41 WIB

WAKTU TERBENAM AZINETH Tl
W0 | A T MATARART BULAN MATAHARI BUEAN AN | PONIAR [ FLRLA
j m m %
1 [Bents Aces 1% SIWB |19 5
2 [Meaten 15 IBWE |18 B
3 [Putesg 1% EEEE 5
4 [Pekon Bars 1% EXCE T 5 [
5 |Benghuds 18 15 WIB 13 5
aerds 18 1l WIB 13 5
Tasjery Plsarg 1% 10 WIE 18 5
£ |Palevbarg 1% 5 WiB 13 s
9 [Bedy Lespurg 1% IWB |18 5 [ s
10 [Pangial Py 15 T 5
11 |Sernsg 17 57 WB 18 B
12 |iden 17 55 WB 13 s
13 [Bunteg 17 0 WB |18 5
14 [sermeng [ ¥ WB |17 5
15 [Yog shans [0 HWB |17 s
16 [Susabays wwe |17 5
17 |Possismak 5 WB 13 5
18 [Puagiarays 2 ZwB_ |17 5
19 |Sagarmasn % % WITA 18 5
2 [Senariads 1% 13 WITA 13 s
21 [Tasurg Selee 15 0 WITA |18 dB
113 8 WITA 15 s
15 15 WITA |18 5
17 44 WA 13 s
18 9 WITA 13 5
1] 5 WITA 18 S
1% 7wra |18 s
2 [x 17 sswta |18 5
25 |Gorosssbo 17 55 WITA 13 s
30 [Manto 17 © WITA |18 5
31 |Sefifi 18 7 wT L] 3 ¥»mw|s 834 o
32 |Anben 1% 31 wT 13 T 268 |5 893 b
3 [Mawbwe s owr |8 0 3 199|s 00| o
34 [raympus [ awr |17 swr @ ns| = 2 sam e @B ol

Gambar 6. Data posisi hilal penentu awal bulan Muharam 1442
H

% Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, Ephemeris

Hisab Rukyat 2020, 17.

7 Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, Ephemeris

Hisab Rukyat 2020, 25.
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. Aceh nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh

Terpadu diundangkan tanggal 25 Mei 2021 bertepatan
dengan 13 Syawal 1442 H ; Konjungsi bulan Syawal terjadi
pada tanggal 12 Mei 2021 yang mana ijtima terjadi pada
pukul 01:59 WIB, saat matahari terbenam pada pukul 18:45
WIB markas Banda Acch ketinggian hilal -04°38,03”
dengan sudut elongasi 4°33,58" dan umur hilal 16 jam 46
menit dari beberapa data tersebut disimpulkan bahwa
tanggal 1 Syawal 1442 H jatuh pada tanggal 13 Mei 2021
schingga tanggal 13 Syawal 1442 H bertepatan dengan
tanggal 25 Mei 2021 dan jika dikomparasikan dengan
kriteria MABIMS yang saat itu masih digunakan,
penanggalan hijriah pada Qanun ini sesuai dengan kriteria

MABIMS.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Desember 2020
15 Jumadil Awal 1442

7,C.UBERNUR acenh_
Rz

NOVA IRIANSYAH
Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 Mei 2021
13 Syawal 1442

~Z SEKRETARIS DAERAH ACEH,?‘\ -
TAQWALLAH

LEMBARAN ACEH TAHUN 2021 NOMOR 6

Gambar 7. Tanggal hijriah Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2020

% Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Aceh
Terpadu (2021).
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Konsistensi Implementasi Kriteria Penanggalan Hijriah
dalam Dokumen Resmi Pemerintah Aceh

DAFTAR WAKTU UJTIMA’ DAN TINGGI HILAL PENENTU AWAL BULAN HIJRIYAH TAHUN 2021 M

N LTIMA TINGGI HILAL DI PREDIKSI AWAL BULAN
No Bulan =
HARI TANGGAL JAM WIB INDONESIA HARI TANGGAL
| 1 [fumadil Abbirah 144 H Rabu 13 Januari 2021 12.00 01°17.02'5.d02°17.59 | Kamis 14 Januari 2021 M
| 2 [Rajab 140 H Jumat 12 Februari 2021 205 06°38.57'5.407°4125 | Sabtu 13 Februari 2021 M
3 |Syaban 142 H Sabtu 13 Maret 2021 17.21 00°16.95'5.400°51.80' | Semin 15 Maret 2021 M
4 |Ramadan 1442 H Senin 12 April 2021 930 02°37.08'5.d403°33.06 | Selasa 13 April 2021 M
5_|Syawal 1442 H Rabu 12 Mei 2021 159 -05°36.52'5.d-04°38.03' | Kamis 13 Mei 2021 M
6 _|Zulgadah 142 H Kamis 10 Juni 2021 17.52 -02°2987'5d-00°3661' | Sabm 12 Juni 2021 M
7_|Zulbijiah 1492 H Sabtu 10 Juli 2021 816 02°2154'5.d04°14.11' | Ahad 11 Juli 2021 M
3 |Mubaram 1443 H Abad 08 Agustus 2021 2050 02°46.56's.d-00°1292 | Selasa 10 Agustus 2021 M
9 [Safar IM43H Selasa | 07 September 2021 751 03° 58.48'5.d 05° 45.24' Rabu § September 2021 M
10 _[Rabiul Awal 1443 H Rabu 06 Oktober 2021 18.05 01°10.75'5.400°3997 | Jumat 8 Oktober 2021 M
11 [Rabiul Akhir 1443 H Jumat | 05 November 2021 414 04°5635'5.406° 1426 | Sabm 6 November 2021 M
12 |Jumadil Ua 1443 H Sabtu | 04 Desember 2021 1442 00° 46.09'5.d 00°29.14' | Semin 6 Desember 2021 M
Keterangan:
1 Data ini diambil dari Keputusan Rukyat dan Taqwim Islam MABIMS tangeal 1 5/d 5 Juli 1994 di Jakarta

[

dan Hasil Term Kerja Hisab Rukyat Takum 2019 tanggal 24 5/d 26 Juli 2019 bertepatan tangzal 21 5/d 23 Zulqa'dah 1440 H di Belitmg, Provinsi Bangka

Belitung

Penetapan tangzal | Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhsjjah 1442 E untuk pelaksanaan ibadsh memunggu pengumuman Menteri Agama RT

Gambar 8. Daftar waktu ijtima dan tinggi hilal 2021%

¥ Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, Ephemeris
Hisab Rukyat 2021, 15.
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DATA POSISI HILAL SELURUH INDONESIA
SELASA 11 MET2021 M
PENENTU AWAL BULAN SYAWAL 1402 H
KONJUNGSL RABU, 12 MEI 2021 M, PUKUL 0130 WIB

] WAKTU TRRHENAM AZIMLUTH NNGGL i n
NO- | NAMA LOKAS [ AR BULAN MATAHARL BULAN BULAN BONGAS! | povan
J el J b i “
| [Band Acch 15 - 4SWIB |18 2 WIB | 288 o3t | s 3ns
2 |Medn 18 19 WIB |18 13 WIB | 238 584 | 285 2435
Packng 15 - 17 WE |18

4
>

)

4 |Pekasiaeu 114w |17 -
5 [Bengs 15 -5 WIB |17 -
6 |mmn 1% 1 WIB |1 4
TepngPieang |18 3 WIE |17 -

3 |Paleriang 17 - %6 wWis |10 -4
9 |Bande Lempag |17 - 53 wis |17 -+
10 |Pangksd Pamang |17 - 52 WIB |17 -4
11 |sermg 1741w |1 4
12 |mhara 17 - 4 WIE |0 4
15 |Rendeg 17w wE |10 )
14 |Semarany 1 -+
15 |Yogabars [ )
16 |Swiays 17 -
17 [Pomtinnak 17 -
18 |Palangks Rays 17 )
19 |Banpermman 1% -
20 | Semarinde 15 -
21 | Taspmpeior 18 -
22 [Despane [ -
2% | Mataram 1% -4
24 |Kageng [ -+
25 | Mamegu 15 -4
26 | Makwoes 17 -+
27 [Pk 17 K]
28 [Keedes 17 7 sk | e se2| s
29 |Groustale 17 w7 sosa| xa ssaz] s
30 | Mazado 17 w8 09 | ma s1ee] s
31 |sesn [ W sosr| :ma sie| s
32 [Ambos [0 7 S195 | 4 3071|
35 | Mezokvari 15 17 - 42 WIT m) seaa| ma ka9 |
3¢ |Byaps 17 - nwr | a0 st me 2sé] s

Gambar 9. Data posisi hilal penentu awal bulan Syawal 1442
2EL

4. Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 yang
diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2022 bertepatan

% Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, Ephemeris
Hisab Rukyat 2021, 20.
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Konsistensi Implementasi Kriteria Penanggalan Hijriah
dalam Dokumen Resmi Pemerintah Aceh

dengan tanggal 3 Muharam 1444 H ; Konjungsi bulan
Muharam bertepatan dengan tanggal 29 Juli 2022 yang
mana ijtima terjadi pada pukul 00:54 WIB dan saat
matahari terbenam pada pukul 18:56 WIB markas Banda
Aceh ketinggian hilal -02°12,60" dengan sudut elongasi
5°44,57" dan umur hilal 18 jam 2 menit dari beberapa data
tersebut disimpulkan bahwa tanggal 1 Muharam 1444 H
jatuh pada tanggal 30 Juli 2022 schingga tanggal 3 Muharam
1442 H bertepatan dengan tanggal 1 Agustus 2022 dan jika
dikomparasikan dengan kriteria Neo MABIMS yang saat ini
digunakan, penanggalan hijriah pada Qanun ini sesuai

dengan kriteria Neo MABIMS.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 1 _‘evstus 2022 M
o 144 H

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 1 ‘ru=tus 2022 M
—— 3 MNuharram 1444 H
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Gambar 10. Tanggal hijriah Qanun Kabupaten Aceh Utara
Nomor 3 Tahun 20223

DAFTAR WAKTU IJTIMA’ DAN TINGGI HILAL PENENTU AWAL BULAN HIJRIYAH TAHUN 2022 M

No B LTIMA' TINGGI HILAL DI PREDIKSI AWAL BULAN
I HARI TANGGAL JAM WIB INDONESIA HARI TANGGAL
1 |Jumadal Akhirah 1443H Senin (03 Januari 2022 M 01:33 07° 08.54' 5.d 08° 40.77 Selsa 04 Januari 2022 M
TRA)ab 1483 H Selasa |01 Februrari 2022 M 12:45 01° 48.17 5.d 03° 12.59' Rabu 02 Februari 2022 M
[ 3 |Syaban 143 H Kamis |03 Maret 2022 M 0034 -03° 53.82' 5.d -01° 54.26 Jumat 04 Maret 2022 M
4 |Ramadan 1443 H Jumat |01 Apri 2022 M 1324 01° 06.78' s.d 02° 10.02' Sabtu 02 April 202 M
5 |Syawal 1443 H Abad |01 Mei 2022 M 0327 -06° 33.26' 5.d -05° 21.39' Senin 02 Mei 2022 M
| 6 |Zulga'dah 1443 H Senin |30 Mei 2022 M 1830 -03° 07.02' 5.d -01° 00.88' Rabu 01 Juni 2022 M
[ 7 |Zuhifah 1443 H Rabu |29 Juni 2022 M 09:52 01°10.33'5.d03° 12.15" Kamis 30 Juni 2022 M
[ 8 [Muharram 1444 H Jumat |29 Juk 2022 M 00:54 -05° 1448 5.d -02° 12.60' Sabtu 30 Juli 2022 M
9 |Shafar 144 H Sabtu |27 Agustus 2022 M 15:16 00° 21.01" 5.d 02° 10.79" Ahad 28 Agustus 202 M
10 [Rabiul Awal 1444 H Senn |26 September 2022 M 04:54 04° 27.49' 5.d 05° 49.50' Selsa 27 September 2022 M
11 |Rabiul Akhir 1444 H Selasa |25 Oktober 2022 M 1748 '-02° 13.53' 5.4 -00° 28.10 Kamis |27 Oldober 2022 M
[ 12 |Jumadal Ula 1444 H Kamis |24 November 2022 M 0557 03°24.44'5.d 04° 52.84' Jumat 25 November 2022 M
[ 13 |Jumadal Akhirah 1444 H Jumat |23 Desember 2022 M 1716 -02° 01.85'5.d -00° 13.97 Ahad 25 Desember 2022 M
Keterangan:
1 Data ini diambil dari Keputusan ) Pem Rukyat dan Taqwim Iskam MABIMS tanggal 1 s/d 5 Juli 1994 di Jakarta
dan Hasil Tenm Kerja Hisab Rukyat Tahun 2020 tanggal 07 s/d 09 Oktober 2020 bertepatan tangzal 19 s/d 21 Shafar 1440 H di Kota Yogyakarta,
Provinsi Yogyakarta.

2 Penetapan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal 1 Zuhijah 1443 H untuk pelksanaan badah memngen pengunmman Menteri Agama RL

Gambar 11. Daftar waktu ijtima dan tinggi hilal 20223

' Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2022 Tentang
Pertanggungjawaban  Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 (2022).

32 Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, Ephemeris
Hisab Rukyat 2022, 14.
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Konsistensi Implementasi Kriteria Penanggalan Hijriah
dalam Dokumen Resmi Pemerintah Aceh

DATA HILAL DAN MATAHARI PADA SAAT MATAHARI TERBENAM
KAMIS, 28 JULI 2022 M
PENENTU AWAL BULAN MUHARRAM 1444 H
KONJUNGSL JUMAT, 20 JULT 2022 M, PUKUL 0034 WIB

: - WAKTU TERBENAM AZDMUTH TINGGL & H

NO|NAMA LOKASII STATAHARI| BULAN [MATABARI] BULAN | BuLay |00 | gy an
j m j m [) 3 o 'Jo : [) d %
| 1 |Banda Aceh 18:556 WIB|I1S:438 WIB| 289 584 |24 3321f -2 5 4457] 03
2 [Medan 18:40 WIB|I1S:30 WIB| 289 089 [204 2823] -2 5 093] 026
| 3 |Padane 18:27 WIB|I18:15 WIB| 288 54.71 |24 1611 -3 5 35863] 027
4 |Pekarbaru 18:24 WIB[18:13 WIB| 288 55.97 |204 2033] -3 5 5801] 027
| 5 |Benghul 18:15 WIB|1S:01 WIB| 288 54.61 [204 10.79] -3 6 441 ] 028
6 |Jambi 18:-13 WIB[13-00 WIB | 288 54.53 |204 1585] -3 6 319] 028
| 7 |TampmePmanz 18 - 13 WIB |18 - 01 WIB| 288 356.56 [204 2290 -3 6 054 ] 028
8 18:06 WIB[17:53 WIB | 288 54451204 1321] -3 6 68| 0
9 |Bandar Lappure 18 - 01 WIB (17 :46 WIB | 288 5505 1204 808 ) 4 6 9% ] 02
10/PangkalPmanz |18 - 02 WIB |17 -40 WIB | 288 54.50 |204 1558] -3 6 678] 0
11 7:41 WIB| 288 56.79 204 821) -4 6 1178] 02
112] :38 WIB| 288 35688)204 830| -4 6 1364] 030
13 7:33 WIB| 288 5801204 740) -4 2 6 1447] 030
| 14] :2) WIB| 288 5822 (204 8.04( -4 2 6 1790)] 030
15 0 WIB | 288 50.63 204 703]| 4 6 1878] 030
| 16| Sumbaya 11 WIB| 288 58.90 |04 8.05) -4 6 2104] 031
17 | Portamak 7:30 WIB| 288 55.71 204 2235] -3 6 792 0
18 [Pabrgka Raya 216 WIB | 288 54.70 [204 1820] -3 6 1614] 030
10| Bajarmsm 11 WITA| 288 5401 |20% 1589] 3 6 1836] 030
20| Samernda - 06 WITA| 288 55.64 [204 2442( -3 5. 6 1788] 030
21| Tamy <11 WITA[ 289 0.1 |20+ 3599 -3 6 1385] 030
22 |Derpasar - 17 WITA[17 - 50 WITA) 280 163 [204 693 4 6 2564] 032
23|M: - 13 WITA[17 - 55 WITA| 289 140 202 716] -4 6 2663] 032
24 |Kupanz 7-4]1 WITA|17 - 21 WITAJ 289 577 |24 651 -5 6 37.73] 034
25 [Mompu - 10 WITA[17 - 55 WITA| 288 54.97 [204 18.99] 4 6 2280] 031
26 (Mo - 05 WITA[17 - 48 WITA| 288 56.20 |204 1342) -4 6 2630] 032
127 |Paka 54 WITA| 288 55.49 [204 24.40| 4 6 2173] 031
28 [Kendann 37 WITA| 288 5548 |204 1697 4 6 2890) 032
20 Goromalo 44 WITA| 288 56.82 |204 30.49] -3 6 23%0] 031
30{Mamdo - 38 WITA[ 288 358.10 [204 34.77] -3 § 249 031
31]Soi8 2 :25 WIT| 288 5722204 3332 4 6 N3] 032
32| Anbon R W -14 WIT| 288 55.57 [204 19.49] -4 6 3570] 033
33| 18:12 WIT|17:55 WIT| 288 356.06 [204 30.49| 4 6 3973 034
34| Tayapura 17:43 WIT[17:25 WIT| 288 55.81 [204 2731[ 4 6 053] 036

Gambar 12. Data posisi hilal penentu awal bulan Muharam

5. Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kerja
Sama Daerah yang diundangkan pada tanggal 6 Maret 2023

1444 H*

3 Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, Ephemeris
Hisab Rukyat 2022, 22.
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bertepatan dengan tanggal 14 Syaban 1444 H; Konjungsi
bulan Syaban bertepatan dengan tanggal 20 Februari 2023
yang mana ijtima terjadi pada pukul 14:05 WIB dan saat
matahari terbenam pada pukul 18:52 WIB markas Banda
Aceh ketinggian hilal 02°38,94° dengan sudut elongasi
4°33,93’ dan umur hilal 4 jam 46 menit dari beberapa data
tersebut disimpulkan bahwa tanggal 1 Syaban 1444 H jatuh
pada tanggal 22 Februari 2023 schingga tanggal 14 Syaban
1442 H bertepatan dengan tanggal 7 Maret 2023 dan jika
dikomparasikan dengan kriteria Neo MABIMS yang saat ini
digunakan, penanggalan hijriah pada Qanun ini tidak sesuai
dengan kriteria Neo MABIMS karena yang dicantumkan
adalah tanggal 6 Maret 2023.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 6 Macd 2023 M
4 s-/a.bm 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

MAHYUDDIN
Diundangkan di Idi
pada tanggal (, Macet 2023 M
14 s~/a-b¢,,\ 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

T. REZA RIZKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2023 NOMOR |

Gambar 13. Tanggal hijriah Qanun Kabupaten Aceh Timur

Nomor 1 Tahun 20233

3% Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kerja Sama
Daerah (2023).
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Konsistensi Implementasi Kriteria Penanggalan Hijriah
dalam Dokumen Resmi Pemerintah Aceh

DAFTAR WAKTU IJTIMAK TINGGI HILAL ELONGASI PENENTU AWAL BULAN HIJRIAH TAHUN 2023 M

- — UTIMAK Tmmcg:)% " E&%%g‘::ssl&l PREDIKSI AWAL BULAN
HARI TANGGAL ‘:‘Ai‘; HARI TANGGAL

| 1 [Resbisss Abad | 22 Jemuari2023M | 03:50 | 06°3411'5.408 07°48.85'5409°16.20' | Senin | 23 Januari 2023 M
2 | Svaban 144 E Senin | 20 Februari 2023M | 14:05 | 01°19.73'5.d 02° 38.9 04°489'5.404°33.03' | Rabu | 22 Februari 2023 M
3| Ramsdsn 1444 H Rabu 2 Maret2023M [ 0023 '5.d08° 4321 | 07°56.32'5409°32.41' | Kamis | 23 Maret2023 M

[+ [ Syawal 13348 Kamis 20 April 203 M 1112 5d02°2139 | 01°28.72'sd03°541' | Sabmu

| 5 | Zulgadsh 1444 H Jumat 19 Mei 2023 M 22:53 | 05°1888'sd 08°317'5409°31.00'* | Anad
6 | Zumijjsh 1444 H Ahad 18 Juni 2023 M 11:37 | 00° 11.78's.d02°21.57 | 04°23.93'5.404° 5621 | Selasa

| 7 | Muharram 1445 5 Selasa 18 Juli 2023 M 01:31 | 05°21.77'5.407°20.15' | 07°26.68'5.408°34.15' | Rabu 19 Juli 2023 M

| & |sefarid4sH Rabu 16:38 | -00°21.78's.d01°2680' [ 04°638'5.d04°28.11' | Jumat [ 18 Azusms2023 M

| o [ RebiulAwal1445H Jumat 08:30 | 02°25.07'5.403°39.75' | 03°14.72's.d04°17.36 | Abad | 17 September 2023 M

| 10 | Rebiwl Akhir 1445 H Abad 00:55 | 05°1.40'5. 4 06° 040" 06°548'5407°34.41' | Senin | 16 Oktober 2023 M

| 11 [ Jumadal Uls L4SE Senin | 13 November2023M | 16:27 | -02°2107'5.d-00° 02°20.16'5d02° 49.66' | Rabu | 15 November 2023 M
12 | Jumsdsl Akhirah 1445H | Rabu | 13 Desember2023M | p6:3) | 03°1627'5.d04°5036' | 06°0.24'5d07°1431' | Kamis | 14 Desember 2023 M

* Posict hilal pada tangzal 20 Mei 2023 M/ 29 Syawal 1444 H
Keterangan:

1 Data ini telah sesuai dengan knitenia baru MABIMS dan diambil dan hasil Sinkronisasi Data Hisab Tagwim Standar Indonesia pada 20 5.d 22 Oktober
2021 M bertepatan tanggal 13 5.d 15 Rabiul Awal 1443 H di Hotel Royal Safan Garden, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
2 Penetapan tanggal | Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijah 1444 H untuk pelak ibadah g g Menteri Agzama R

Gambar 14. Daftar waktu ijtima dan tinggi hilal tahun 2023%

% Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, Ephemeris
Hisab Rukyat 2023, 15.
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DATA HILAL DAN MATAHARI SAAT MATAHARI TERBENAM
SENIN, 20 FEBRUARI 2023 M
PENENTU AWAL BULAN SYA'BAN 1444 H
IJTIMAK: SENIN 20 FEBRUARI 2023 PUKUL 14:05:42WiB

WAKTU TERBENAM AZIMUTH L p——

NO | NAMA LOKASI AN SuChe

paTaHAR) | BULAN [ MATAHARI[ BULAN

T O N R M
1 [Sanas Acen iE2WE |13 s WS 265 3353 |2 18874 31393 | 015
2 [Medr 1SS WE | 1552 WE 255 3533 |2 1556 | 4 2383 | 0.5
3 |Fadang N EERE 255 5488 |2 3275|4 2581 | 045
3 |Petanbaru 1E31WE 1844 WB 355 4858 |2 25334 2584 | 0%
S [Senghuu 1531 WiB | 1545 Wi 255 233 |2 3883 |4 2238 | 045
€ |Jamol 1EXWE 1837 WB 255 2388 |2 2861 |4 2263 | 045
7 [TaiwrgPinang  [1s13wie[1531 W8 255 4433 |2 17.78| 4 236 | 04%
[} 1z20wis_|1834 WE 255 5708 [23199]a 090 | o4
s [SandxrLompeng |1z20ws [183a Wi 255 362 |23843]|4 1908 | 0.4
10 [Fangka Pinang [izsewis |27 wie 265 5293 (2 22e2[a 2043 | oe
11 |Semng 1597 WE 1531 WE 256 437 |2 3858|1801 | 044
92 [k Fuzat IS5 WIE | 1828 W 255 358 |2 3781 |4 1747 | 044
13 |Sandng 1528|1525 W 256 450 |2 35744 1548 | 044
14 |semarang 1= 1we 1514 W8 255 113 |2 3356 | 4 1440 | 044
1 |Yogyarata & 2Wis |1518 WE 255 341 |2 3525|4 13%8 | 044
1€ |Sumbe iT2wie |15 swie 255 55.12 |2 3037 | 4 1267 | 044
17 |Foranak 1& owE |1512WB 255 4288 |2 1151]4 1968 | 044
18 |FamngraRap  |17A3WB | 1755 WiB 2S5 4395 |2 1043 |4 1532 | 0i4
15 |Sararmazn 1541 WITA | 1853 WITA 255 47.08 |2 1303| 4 1447 | G4
20 12:25 WiTA | 1540 WITA 285 3643 [15770[ 4 1453 | o4
21 |Tarlungaeior 12:25 WiTA | 1835 WITA 255 2680 |1 2427|4750 | o4
22 |Denpazar 1243 WiTA [ 1855 WiTA 255 5851 (2 23ss[4 1030 | ooz
23 |Matara 1533 WITA | 1553 WITA 255 5723 |2 2504) 4 S& | 043
25 |Kupang 1511 WITA | 1823 WITA 255 4587 |2 1237] 4 428 | 0.3
25 [Momuau 1524 WITA | 1635 WITA 3 4062 |2 230] & 1242 | 048
26 |Makazzar 15:23 WITA | 1535 WITA 255 4537 |2 10.90| 4 1034 | 0.43
27 |Fau 1298 WITA | 1822 WITA | 253 254 | 255 3482 |1 5377 | & 1337 | 044
28 |Kendar 1590 WITA | 1521 WITA | 258 58235 | 255 3872 | 1 5357 | &4 584 | 0.3
25 |Gorormio 15 2WITA | 1814 WiITA | 253 375 | 255 2780 | 1 4152 | & 1325 | 0.4
30 [Manado 1757 WITA |18 EWITA [ 259 229 | 255 2319 | 1 3468| 4 1352 | 014
31 |som 1595 WiT | 1555 WiT | 253 383 | 255 288 | 1 3227 |4 1240 | 0.4
32 |Ambon 1347w |1857 wit | 258 3837 [ 255 3268 [ s 2308|430 | oa3
33 1521 Wi 1830 WiT [ 253 982 25 2044 |1 2584[4 341 | 043
24 |Jayaour ;7sswir f1s 4 wit | 258 3335 | 2es s651 [ 1 91a73[s 743 | a3

Gambear 15. Data posisi hilal penentu awal bulan Syaban 1444
36

3% Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, Ephemeris
Hisab Rukyat 2023, 18.
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dalam Dokumen Resmi Pemerintah Aceh

Tabel Data kesesuaian kriteria penanggalan hijriah Pemerintah

Provinsi NAD dengan Kementerian Agama RI

Tanggal Data Hilal di
No. | Tahun | Hijriah dan Ephemeris Kriteria | Keterangan
Masehi (Markaz Banda Aceh)
1. | 2019 18 Oktober | Tinggi hilal : 9°31,24’ MABIMS Sesuai
2019 Elongasi : 10°16,40°
bertepatan
dengan Umur Hilal : 17 j 6 m
tanggal 19 | Tanggal 1 Safar 1441 H
Safar bertepatan dengan 30
1441 H September 2019
sechingga tanggal 19
Safar 1441 H
bertepatan dengan 18
Oktober 2019 M
2. 12020 1 September | Tinggi hilal : 4°59,25’ MABIMS Sesuai
2020 Elongasi : 5°57,87’
bertepatan Umur Hilal : 9j 10 m
dengan 13 Tanggal 1 Muharam
Muharam 1442 H bertepatan
142 H dengan 20 Agustus
2020 schingga tanggal
13 Muharam 1442 H
bertepatan dengan 1
September 2020 M
3. 12021 25 Mei Tinggi hilal : -4°38,03° | MABIMS Sesuai
2021 Elongasi : 4°33,58’
Umur Hilal : 16 j 46 m
Azimuth 217
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bertepatan | Tanggal 1 Syawal 1442
dengan 13 | H bertepatan dengan 13
Syawal 1442 | Mei 2021 sehingga
H tanggal 13 Syawal 1442
H bertepatan dengan 25
Mei 2021 M
4. | 2022 1 Agustus Tinggi hilal : -2°12,60° Neo Sesuai
2022 Elongasi : 5°44,57 MABIMS
bertepatan | Umur Hilal : 18 j2m
dengan
tanggal 3 Tanggal 1 Muharam
Muharam 1444 H bertepatan
1444 H dengan 30 Juli 2022
sechingga tanggal 3
Muharam 1444 H
bertepatan dengan 3
Muharam 2022 M
5. 12023 6 Maret Tinggi hilal : 2°18,87 Neo Tidak Sesuai
2023 Elongasi : 4°33,93’ MABIMS
bertepatan | Umur Hilal : 4 j 46 m
dengan Tanggal 1 Syaban 1444
tanggal 14 | [ bertepatan dengan 22
Syaban Februari 2023 sehingga
1444 H tanggal 14 Syaban 1444
H bertepatan dengan 7
Maret
2023 M

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Qanun
pemerintah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rentang

waktu tahun 2019 sampai dengan 2023 sudah menerapkan

anjuran penggunaan penanggalan hijriah, namun untuk
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konsistensi kriteria yang digunakan terdapat perbedaan dengan
kriteria yang digunakan oleh pemerintah. Pada tahun 2019
sampai dengan 2022 ketetapan tanggal hijriah antara Qanun
pemerintah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan
ketetapan tanggal pemerintah yaitu Qanun tahun 2019 sampai
dengan tahun 2021 menggunakan kriteria MABIMS dan
Qanun tahun 2022 menggunakan kriteria Neo MABIMS.
Namun pada tahun 2023 ketetapan tanggal hijriah di Qanun
Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kerja
Sama Daerah berbeda dengan ketetapan pemerintah (berbeda 1
hari dengan kriteria Neo MABIMS). Dengan demikian dalam
penerapan anjuran penanggalan hijriah belum konsisten sesuai
kriteria yang digunakan Kementerian Agama Republik
Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa
anjuran penggunaan penanggalan Hijriah dalam dokumen
resmi pemerintah dan lembaga swasta di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam didasarkan pada komitmen religius dan
kultural untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh
serta sebagai bentuk syiar Islam dalam kehidupan masyarakat.
Penggunaan penanggalan Hijriah mencerminkan identitas khas
Aceh dan upaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam
sistem administrasi modern. Namun, meskipun anjuran ini
telah diterapkan dalam berbagai Qanun dari tahun 2019 hingga
2023, konsistensi dalam penggunaan kriteria penanggalan
Hijriah belum sepenuhnya tercapai. Hal ini terlihat dari
perbedaan penetapan tanggal Hijriah antara dokumen resmi
pemerintah Aceh dan ketetapan pemerintah pusat, khususnya
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pada tahun 2023, yang menunjukkan perlunya harmonisasi
antara penerapan lokal dan standar nasional yang digunakan
oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
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